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Menimbang :a.

Y

b.

Mengingat :  l .

BUPATI INDRAGIRI HILIR

bahwa memenuhi kctcntuan Pasal 184 ayat(1) Undang-undang Nornor 32 -fahun
2004 tentang Pemer:intah l)aerah (lembaran Negara Republik lndonesiaI'ahun 2004
Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahar atas Undang-undang Nor4or 32 Tahun za04 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rcpubiik
Indonesia Nomor 4548); Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Rclania
Daerah (APllD) kcpada l)ewan Perwakilan Rakyat l)aerah (DPRD) berupa Laporan
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggardn Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Indragiri Flilir Tahun Anggaran 2007;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 196-5 tentang Pembentukan T)acrnh Tingkal I I
Indragir i  l l i l i r  ( l-cnttraran Ncgara l{cpublik indoncsia ' l 'ahun l9(r5 Nornor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2754):

Undang-unclang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambalran
Lembaran Negara itepublik Indonesia Nomor 3312); sebagairnana telah diubah
dengan Undang0rindang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Repuiriik Indonesia
Nomor 3569):

Undang-undang Nornor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1,997 Nomor 4r. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negala Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 'l'ahun 1997 tentang llca Perolehan Ilak Atas'l-anah clarr
Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg7 Nomor 44.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
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6.
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8.

9.

Undang-undang Norror 28 'l.ahun 1999 tcntang I'cyelcnggara Negara yang Ilcrsih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun i 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor i85l  ) :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor a286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Paraturan Perundattg-
undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53,
T'ambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389) ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan
Tanggungfawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4421);

1 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturarl Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan f)aerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

.  
4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028):

15. Peraturan Pemerintah \omor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118. Tambahan Ler:aran \eia::
Republ ik Indonesia \omor J l -18 t :
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17' P-eraturan pemeritrtah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor a416); sebagaimana telah diubah ;."g* peraturan' Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentilg Perubahan atas peraturan pemerintah
Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

"Protokoi., 
dun Keuangan pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah glembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomot 94, Tambahan Lembaran N.g*u Republik lndonesia Nomor4540).

l8' Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan BadanLayanan u-*T (Lembaran Negara Republik Indo'nesia Tahun 2005 Nomor 4g.Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a502);

19' Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun'2005 Nomor 49. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor +SO3);

20' Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun_2005 tentang pinjaman Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i36,'Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4574),

21' Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20_0-5 tentang Dana perimbangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005.Nomor tiz, Tambahan leribaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4575); '

22'Petaturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi KeuanganDaerah (Lembaran-Ne gara Repubr i k Indonesi a T"hu,i iod; il#il:'a, ru-uul, unLembaran Negara Republik Indonesia Nomor qSill;

23' Pcraturan Pcmcrintah Nomor 57 'l'ahun 2005 tcntang l{ibah (LcmbaLran NegaraReptrbl ik Indoncsia l 'ahun 2005 Nomor 139,' l 'ambahan l-ernbaran Ncgara ltcpublikIndonesia Nomor 4577),

24'Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangannacrah (Lcmbaran-Ncgarit l{cpublik Indoncsia't 'unr",n zoo5 Nonr,r 140, . l 'arnba'an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +SiSl;

25' Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman penrbinaan danPengawasan penyeienggaraan pem:Tntg ou.run lrembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 2005 Nomor r 65, Tambahan i,embu.an Negara RepublikIndonesia Nomor 459j ):

26. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2_006 tentang peraporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran N"g*r R;iutit tnoonesia Tahun 1006'Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repuutit< Inionesia rvo.o. +?r+

27'Petaturan Presiden Republik Indonesia Nomor r0 Tahun 2007 tcntanr i)r: . :Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anegaran l[rl,-:

Peraturan Menteri Dalam \cseri Nontor l i  l -ahun lr)r i{.Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denr:::

28.

R"l* I.g.1 
Ncnror _i9 Tarun 1007 tentang pc_rub,ana: ::.:s :rr: lDalam Negeri  Nomor 1l  Tahu:r  l [ ]06 renrano ppi . r - - -  ,*-- .  -  _
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2006 rcntanc
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten lndragiri Hilir (Lembaran
Daerah Kabuparen Indragiri Hilir Tahun 2006 Nom or 12, serib);

30. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentane Perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2007 ;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PtrRWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRT HILIR

dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

VICNCTAPKAN : PERATUNAN DAERAH INDRAGIRI HILIR TENTANG
PERTANGGTINGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN
ANGGARAN 2OO7 

_'-- - '

Pasal

(1) Pertanggungjawaban pelakshnaan ApBD berupa LaporanKeuangan memuat :
a. Laporan Realisasi anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporari Ketnngan

(2) Laporan Keuangan sebagimana dimaksud pada ayat (l) dilampiri dengan Laporan
Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha miiik daerah/p.rurui'uun daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2007
sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. g24.302.246.790,54,-
b. Belanja Rp. 900.625.654.246:,6{_

Surflus (Defisit) Rp . (76.323.407.456,.07),-

c. Pembiayaan
' - Penerimaan Rp. 1j7.244.g14.777,0g,_

- Pengeluaran Rp. 415.4g7.g40,24,_
Surflus (defisit) Rp. 176.829.326.936,84_

Pasal3

Uraian laporan realisa-si anssaran sebagaimana dintaksud <jalam pl_ial I scb,asai
berikut :



Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. ( 20.9a 2.433.g45-g0).-
(l) dengan rincian sebagai berikut :

. a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan
b. Realisasi

Rp. 845.24 4.68A.$6.44.-
Rp. 824.302.246.790.54 ^-
Rp. ( 20.942.433.845,90),-

belanja sejumlah Rp.40.722.921.902,71.-

Rp. 1.012.425.248.926,86._
Rp. 90A.625.6s4.246.6r-
Rp. 111.799.s94.s80.2s.-

Selisih lebih/kurang

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi
dengan rincian sebagi berikut :
a- Anggaran Belanja setelah perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih / kurans

(a) Selisih Anggaran dengan Realisasi
a. Penerimaan

1. Setelah Pembahan
2. Iteal isasi

Selisih iebih / kurang

b. Pengeluaran
1. Setelah Perubahan
2. Realisasi

Selisih lebih / kurang

Pembiayaan sejumlah sehagai berikut :

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus sejumlah Rp.(1.032.205.736.gg3.67).-
dengan rincian sebagai berikut :
a. Surflus setelah perubahan , Rp. (167.1g0.56g. 190,42)._
b. Realisasi (surflus) Rp. (76.323.407.456,07),_

Selisih Lebih / kurang Rp. (90.g57.160.734,.35),_

Rp.
Rp.
Rp.

177.244.814.777,08,_
177.244.814.777.08,_

0,00,_

Rp. 415.487.840.24.-
Rp. 415.487.840.24.-
Rp. 0.00.-

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran Pembiayaan se.jumlah Rp. 00.00.-
rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 415.4 g7.g40,24._

b. Realisas R p.415.4g7 .840,24,_
Selisih lebih'/ kurang Rp. 0,00,_

(6) Selisih anggaran dengan re4risasi pembiayaan neto sejumrah Rp. 00,00,- dengan
rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan seterah perubahan Rp. 0,00,-
b. Realisasi D^ n nn 

-

selisih lebih / kurang fii. 3,33.-
Pasal4

Neraca sebagaimana diniaksucl dalam pasal t huruf b per 31 Desember Tahun 2007
sebagai berikut :
a. Jumlah Aktiva
b rumrah Utang li ' *,? 

;fiSfS ilj li
c. Jumlah Ekui tas Dzura np. t . :22.14-1.23Q.r91.-S._



Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf c untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sebagai berikut :
a. Saldo Kas
b. Jumlah Penerimaan Kas
c. Penerimaan Contra Pos

d. Jumlah Pengeluaran Kas
e. Saldo Kas 3l Desember

R:p. 177 .244.814.777,08,-
Rp. 824.302.243.790,54,-,.
Rp. 1.482.393.558.00.-
Rp. 1 .003.029.45 5.125,62,-
Rp. 901.041.142.086.85"-
Rp. 101.988.313.038,77,-

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf d Tahun
Anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos .lapordn
keuangan

Pasal 7

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan
lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini yaitu :
a. Lampitan I : Laporan Realisasi Anggaran;

l. Larnpiran I.1 : Ringkasern Laporan Realisasi menurut umsan Pemerintah Daerah
dan Organisasi;

2. Lampiran I.2: Rincian li.aporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah
daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;

j. Larhpiranl.3: Rekapitulasi Realisasi anggaran menurut urusan pemerintah
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Ruang pada Satuan Kerja di Lingkungan pemerintah Kabupaten
Indragiri Hilir;

Neraca;
Laporan Arus Kas;
i.aporan Kincrja;

Pasal S

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri
dari :
a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran v peraturan Daerah ini:
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Miiik Daerah/Perusahaan Daerah

tercantum dalam Lampiran VI Peraturan daerah ini:

Pasal  9

4. Lampiran I.4:
5. Lampiran I.5:
6. Lampiran I.6:
7. Lampiran I.7:
8. Lampiran I.8:
9. Lampiran I.9:

b. Lampiran il
c. Lampiran IiI
d. Lampiran IV
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Pasal l0

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang me.ngetahuinya, memerintahkan pengundangan?eraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan cl i  :  TembilahAn
Pada Tanggal : tt) €busrls 2008

Diundangkan di Tembilahan

eau Taiggal : oo 6€rl5\ut 3ooe

BKRtrTARIS DAERAHSEKRtrTARIS DAERAH
q(l< xvu pATnN TNDRAc rRr Frrr.rR,
t .

H. E. HASYIM r^ ,)
Pembinu Utui-r-Muda f k
NIP. 0l  0079050

BEzuTA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2OO8 NOMOR :

t

. M. RAMLr,M.si 
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